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ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah.  
 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah in adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat,  Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan,  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  



 
  - Peraturan Daerah ini memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 , berupa laporan realisasi 
keuangan, laporan perubahan saldi anggaran lebih, neraca, laporan 
operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan 
laporan keuangan. 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah terdiri dari 10 Pasal. 
  - Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2021. 

 
 

 


